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ABSTRACT
The objectives of this research is to find out the difference on the financial performance regency
governmentof Kaur before and after obtain unqualified opinion in terms of regional financial
independence, regional income effectivity, regional income efficiency and regional income
growth. This research was using secondary data which was the audited financial statements of
regency goverment from year 2007 until 20LL. Kaur regency financial performance was
measured with the financial ratio then compared with performance indicators. The result of the
study shows that the regional financial independent ratio, regional income effectivity ratio, and
regional income growth of Kaur regency financial performance before and after obtain
unqualified opinion has not shown valuable improvement.
Keywords: Financial performance, unqualified opinion, regional financial independence,
regional income effectivity, regional income efficiency and regional income growth
PENDAHULUAN
Opini adalah pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini
didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
efektifitas Sistem Pengendalian Interen. Opini WTP adalah opini tertinggi yang diberikan oleh
BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian opini WTP pada laporan
keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban
kettangan negara dari pemerintah daerah tersebut dilakukan dengan baik dan terbebas dari
salah saji yang material. Perkembangan WTP berdasarkan Hapsem BPK tahun 2010
menunjukkan bahwa dari 524 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ILKPD) hanya34 LKPD
yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (70/o), perolehan opini WTP
tersebut sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperoleh 15 LKPD dari 524
LKPD (3%). Hal ini menujukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah khususnya dalampencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah
daerah. Perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sangat
penting untuk ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebiiakan yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah
daerah.
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Kemandirian daerah secara umum diukur dari Pendapatan Asli Daerah.Semakin besarpenerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahdaerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pAb meirpakan sumberpenerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Kemandirian daerah juga
menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ae.,gin
menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dan dipergunakan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan di daeran aipaiberjalan dengan baik, makapemerintah daerah harus mampu menggali, dan mendayrgrrikrn poiensi p.r[rp"t4 daerah
secara efektif dan efisien.
Kabupaten Kaur telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian sebanyak dua [3) kali yaituuntuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009,2010 dan 2011, namunrealisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak konsisten
mengalami peningkatan bahkan cenderung naik dan turun. Hal ini berbeda dengan realisasipenerimaan pendapatan daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1.
















Sumber: DPPI(AD Kaur, data yang diolah,20i,
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk *"ritri t";;;;;;;, il:;il,,*,
Suatu Kabupaten yang memperoleh opin-i WTP seharusnya ada perbaikan sistem pengelolaandan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengeloiaan keuangan itu bermula dariperencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan ,riirn diatas maka dapatdirumuskan permasalahan bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kaursebelum dan sesudah memperoleh opini wajar tanf,a pengecualian dalam hal kemandiriankeuangan, efektifitas pAD, efisiensi pAD dan perhrmbuhan pAD?.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pemeriksaan
Pengertian pemeriksaan menurut Arens dan Loebbecke (Arens & Loebbeck e,7gg7)adalah
"the Qccumulation and evaluation of evidence about information to determine on reporton the degree of correspondence between the information and estoblished criteria.Auditing should be done by a competent, independent person,,.
Pemeriksaan menurut undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaanPengelolaan dan Tanggung fawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 adalah p.of", identifikasimasalah, analisis, lrn evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif,dan
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kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
Kineria Keuangan Pemerintah Daerah
Sehubungan dengan diterapkannya anggaran kineria, pengukuran kinerja meniadi semakin
penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menilai tingkat akuntabilitas instansi
Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas fMustafa dan Halim, 2OO9).
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006 Pasallayat 37 pengertian
kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yangterukur.
Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di
bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah denganmenggunakan
indikatorkeuanganyang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-
undangan selama satu periode anggaran. [Azhar, 2008).
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBDyang telah ditetapkan dan
dilaksanakannya. Menurut Halim dalam Wahyuni (2010) terdapat beberapa analisa rasio
didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan
yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandrian keuangan daerah fotonomi fiskal) menunjukkankemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan
yang diperlukan daerah. Kemandriankeuangandaerah ditunjukkan oleh besar kecilnya







Kasro Kemanorrran - Pendapatan Asli Daerah


























RasioKemandirianmenggambarkan ketergantungandaerah terhadap sumber dana yang
berasal dari luar. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar (terutama pemerintah pusat dan
propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemanclirian juga
menggambarkan tingkat partisipasi masyarakatdalam pembangunan daerah. Semakin
tinggi rasiokemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin
tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat
kesej ahteraan masyarakat yang semakin tinggr.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Menurut Ulum (2009), Rasio efektifitas menggambarkan kemampuanpemerintah daerah
dalam merealisasikan pendapatanasli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitasnya
maka semakin baik kinerja pemerintah daeratr-
Rasio efektifi,* = e.Z)
3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
E rhe Manager Review
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Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya
yang dikeluarkan untuk memperoieh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang
diterima fUlum, 2009). Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang
atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan
output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu
menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input
tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya (spending welf Arsana &
Dicriyani (20L2). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan
pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah
100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.
Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya
yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga
dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau titlak.




-: Biaya yang dikeluarakan untuk memungut PAKasloellslensr= - - "
Realisasi penerimaan PAD ! (Z'g)
4. Rasio Pertumbuhan PAD
Menurut Ekawarna, Sam dan Rahayu [2009J, Rasio Pertumbuhan[Growth Ratio) mengukur
seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode
berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa PAD yang
diterima oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan.Rasio pertumbuhan dirumuskan
sebagai berikut.
Rasio Pertumbuhan PAD =
Realisasi PAD Xn-Realisasi PADXn-1
Realisasi Penerimaan PAD Xn-1 (2.4)
METODOLOGI PENELITIAN
|enis Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif salah satu jenis penelitian yang tujuannya
untuk mengetahui atau untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu
situasi (Sekaran, 2009).Penelitian akan dilakukan dengan cara melakukan analisis atas Iaporan
keuangan Kabupaten Kaur audited. Laporan yang diperbandingkan adalah laporan keuingan
sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 20Ll.
Pemda Kaur memperoleh Opini WTP pertama pada laporan keuangan tahun anggaran 2009 dan
berlanjut sampai dengan tahun anggaran 2011. Dari laporan keuangan Kabupaten Kaur ini
diambil beberapa rasio yang dianggap cukup memadai dalam menilai kinerja keuangan
Kabupaten Kaur tersebut. Rasio inilah yang dijadikan sebagai alat ukur kinerja keuangan dan
diperbandingkan guna mendapatkan hasil apakah terdapat perbedaan kinerja sebelum dan
sesudah memperoleh opini WTP dari BPK. Setelah menghitung kinerja dengan rasio-rasio
tersebut kemudian membandingkannya dengan indikator-indikator rasio. Indikator tersebut
akan menentukan apakah analisis kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah memperoleh
opini WTP berbeda atau tidak
HASIT PENELITIAN
Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Kaur


































Rasio kemandirian keuangan daerah iabupaten Kaur Tahun 













































Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat 
kemandirian keuangan daerah pada
Kabupaten Xru, *"rit, rendah sekali. Raia-rata kemadirian keuangan 
daerah dari tahun 2007
sampai dengan zorisebes ar z,zsa/o. nrrio r..*rndirian tertinggi 
terlaai pada tahun 2009 yaitu
sebesar 3,080/0. Sedangkan rasio kemandi.ia, terendah terladi!-ada 
iahun 2011 sebesar L'860/o'
Hal ini disebabkan pendapatan y"ng Jit"tima oleh Pemda Kaur 
yang berasal dari Dana
perimbangan yang ,!*rXi, besai ai,i-i'f'un ke tahun tidak diimbangi dengan kontribusi
p"r".it"rln dari Pendapatan Asli Daerah'
TingkatkemandirianPADPemerintahKabupatenKaursebelummemperolehopiniWTPyaitu
sebelum tahun zo0g iebih baik iika dibandingkan dengan tingkat 
kemandirian setelah
memperoleh opini WTP. Sebetu. *u,rifltofufi"opirll.,yfP rata-rata 
tingkat kemandirian
sebesar Z,Z0o/o,sedangkan setelah ,";il;;h opini.Wre tingkat kemandirian 
PAD sebesar
L,890/o atau rurun .,iit. Kondisi i"i ;;;;)rkkan bahwa selelah memperoleh opini WTP
tingkat kernandirian PAD Kabupaten xaur tidat< mengalami 
perbaikan bahkan penurunan'
Tingkat kemandirian t"rrng"n Pemda Kaur setelah memperoleh opini 
wTP' yaitu Tahun 2010
sampai dengan 20L1 berada-pada ,rngi O-ZS% sehingga iingkat kemandirian 
keuangan Pemda
Kaur masih rendah sekali'
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur
HasilperhitunganrasioefektifitasPADdapatdilihatpadatabelberikut.
llo')rl, "u,ilri'iir'irZ,is- -- -tus'u"'"','u'" t',,u *"0'n t'u"'
suffiangdiolah,2ol2
Tabel 3'
Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2OO7 -?OLl
'OO 157 '96 Sangat efektif^c^l-+:f
;i;; ;:.;;;:.;;;.;06,11 s'072's00'000'00 173'42 sansot efektifn 
--- - 
^L ^C^r,+i{










20lr 6.810'591506'1-5 - - 8'799237'O3O'28 77 '43 Kuranp erektif
Sumber '. OppXeO f"", a'ta yang diotatr' 2O12
Berdasarkan Tabel 3
dengan tahun 2009
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2010 tidak efektif dan tahun 2011 kurang efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap
target yang ditetapkan kurang dari 100o/o. Kurang efektif ini salah satunya dapat disebabkan
oleh anggaran PAD yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga melebihi realisasi PAD pada tahun
tersebut. Rata-rata rasio efektifitas selama tahun 2007 sampai dengan 2011 adalah 704,27o/o.
Rasio efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 1.57,360/o. Sedangkan rasio
efektifitas terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 54,960/o.
Efektifitas PAD sebelum Kabupaten Kaur memperoleh Opini WTP yaitu sebelum tahun 2009
rata-rata sebesar \35,390/o, sedangkan efektifitas PAD setelah memperoleh opini WTP adalah
sebesar 66,190/o atau turun 69,2o/o. Efektifitas PAD pada tahun 2007 sampai dengan 2009 diatas
l00o/o sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Efektifitas PAD pada tahun 2010 mengalami
penurunan atau 54,960/o lang berada pada range kurang dari 600/o sehingga dikatakan tidak
efektif.
Pada tahun 2011 Efektifitas PAD meningkat menjadi 77,43o/o atau berada pada range 600/o-800/o,
sehingga efektifitas PAD dapat dikatakan kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kinerja Pemerintah Kabupaten Kaur dalam hal efektifitas PAD antara sebelum dan sesudah
memperoleh opini WTP tidak mengalami perbaikan. Salah satu penyebab efektifitas PAD pada
tahun 2010 tidak efektif dikarenakan anggaran PAD lebih besar dari pada realisasi PAD pada
tahun 2010.
Komponen pendapatan pada tahun 2010 untuk realisasi pajak hiburan, retribusi pemakaian
Iapangan tenis dan retribusi izin usaha perikanan dan izin usaha perahu motor ikan tidak ada
atau RpO. Penerimaan lain-lain pada Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar
Rp2.348.542.993,64, dari tahun 2009. Penerimaan dari jasa giro pada tahun 2010 juga
mengalami penurunan sebesar Rp227.402.594,00 dari tahun 2009.
Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur
Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 4.
Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2OO7-2OL7
2007 5.966.083.373,79 521.774.207,00 8,75 Sangat efisien
2008 5.753.452.806,11, 493.034.648,00 8,57 Sangat efisien
2009 9.012.332.810,80 506.358.247,06 5,62 Sangat eftsien
2010 6.046.743.975,79 499.942.282,00 8,27 Sangat efisien
2011 6,810.591.506,25 530.255.527,00 7,79 Sansat eftsien
Sumber : DPPKAD Kaur, data yang diolah,2012
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD pada Kabupaten Kaur dari
tahun 2007 sampai dengan 2011 sangat efisien. Besarnya biaya pemungutan PAD yang
dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pemasukan PAD yang diterima. Tingkat efisiensi
tertinggi terjadi pada tahun 2009yaitu sebesa 5,6?0/o, sedangkan tingkat efisiensi terendah
terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 8,75a/o. Rata-rata tingkat efisiensi PAD dari tahun 2007
hingga 2011 adalahT,B0 o/o.
Efisiensi PAD sebelum Kabupaten Kaur memperoleh Opini WTP yaitu sebelum tahun 2009 rata-
rata sebesar 8,660/o, sedangkan tingkat efisiensi setelah memperoleh Opini WTP adalah sebesar
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efisiensi PAD antara sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP mengalami sedikit
perbaikan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi PAD dari tahun 2007 sampai dengan 20LL telah
cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi PAD yang berada pada range kurang dari
600/o sehingga dapat dikatakan sangat efisien
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur
Hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 5.




















Sumber : DPPI(AD Kaur, data yang diolah,20Lz
Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan PAD pada Kabupaten Kaur
masih sangat kurang dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2007 sampai dengan 20LL
sebesar 0,300/0. Pertumbuhan PAD tertinggi pada tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan
positif sebesar 7,78o/o dan terendah pada tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan negatif
sebesar 0,04o/o. Tingkat pertumbuhan PAD sebelum Kabupaten Kaur memperoleh Opini WTP
yaitu sebelum tahun 2009 rata-rata sebesar 0,57o/o, sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan
PAD setelah memperoleh opini WTP adalah sebesar negatif 0,10 atau mengalami penurunan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam hal pertumbuhan PAD
antara sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP tidak mengalami perbaikan. Tingkat
pertumbuhan PAD dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 fluktuatif.
KESIMPULAN
Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan kinerja keuangan pada
Kabupaten Kaur, antara lain adalah sebagai berikut:
l- Terkait Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur harus mengurangi
tingkat ketergantungan keuangan daerah, terutarna untuk penerimaan yang berasal dari
dana transfer pemerintah pusat, salah satunya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi
pajak dan retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah:
a. Meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan retribusi daerah (sosialisasi), dengan
memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah.
b. Mempermudah urusan dalam organisasi dan mekanisme kontrol yang lebih baik.
Sehingga tercapainya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam
meningkatkan pelayanan kepada pemakai iasa.
c. Meningkatkan mutu pelayanan, dengan menyederhanakan prosedur pembayaran
pajak dan retribusi daerah, tempat pembayaran yang lebih mudah untuk dicapai,
melengkapi sarana dan prasarana yang orkup baik dengan berbagai kenyamanan
pada lokasi pembayaran paiak dan reribusi daerah.
rc The Monoger Review
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d' Memperluas dan menambah sumber-sumber penerimaan baru serta mengaktifkan,
m engembangkan, menggari sumber-sumber penerimaan yang ada.e. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib iajak dan retribusi daerah.2 untuk meningkatkan EfektifitrJpao pemerinatr Iiabupaten Kaur dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:
a' Melakukan pendataan ulang secara tepat dan akurat mengenai basis pungutan, jumlah
obyek pungutan, koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki objek sumber-sumber pendapatan asli daerah.b' Menyesuaikan tarif setiap obiek perlu kiranya dilakukan peninjauan terhadapPeraturan Daerah (PERDAJ minimal lima tahun sekali gun, ,.nyrrrikan adanyaperubahan-perubahan yang mungkin berdampak.c' Dalam penyusunan target atau anggaran penerimaan pajak dan retribusi daerah dapatdisesuaikan dengan potensi yang idr, maka perlu kiranya diadakan survey potensipenerimaan pajak dan retribusi daerah.3 untuk lebih meningkatkan efisiensi PAD pemerintah kabupaten dapat menekan biaya-biaya operasional perjalanan dinas untuk penyututran p";nt dan retribusi daerah. pemkabmelalui DPPKAD atau KPTSP (kantor pelayanan terpadu satu pintuJ dapat meningkatkanpengetahuan tentang pajak dan retribusi daerah dengan memberikan kesadaran,himbauan kepada masyarakat agar membayar pajak dan retribusi daerah melalui papanreklame, pamfle! spanduk, iklan dan sebagainya.4 untuk meningkatkan pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Kaur dapat menempuhcara-cara sebagai berikut:
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